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PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA ( BP3OKP )

SEKRETARIAT BP3OKP PROVINSI PAPUA TENGAH
JALAN MERDEKA NO 46 NABIRE
BP30KP Kontak : (0984) 22350; Email: bpp.papteng@amail.com
Website : hiips://badanpengarahpapua.qgo.id/

Nomor - 02/11/2025/BPP.PT Nabire, 5 Maret 2025
Lampiran - Kepada
Perihal : Laporan Kegiatan BP3OKP Bulan vth. Kanwil DJPB
Februari 2025 Provinsi Papua
di
Jayapura.

Surat Pengantar

1. Berdasarkan :
a) Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Badan Pengarah Percepatan
Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
b) Peraturan Ketua BP3OKP No.1 Tahun 2023 tentang OTK
BP3OKP sesuai Pasal 2 dan 3 Tugas dan Fungsi BP3OKP.
2. Laporan Bulanan BP3OKP Papua Tengah Bulan Februari 2025
3. Demikian untuk menjadi Maklum.

NABIRE, 05 MARET 2025
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Ringkasan Eksekutif

BP3OKP/BPP adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.2
Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus dan Badan Khusus yang berkedudukan
langsung dibawah Wakil Presiden. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPP dalam
melaksanakan SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi) maka
terdapat beberapa Program Kerja yang telah dilaksanakan oleh Anggota BPP Papua
Tengah Bersama Dengan Pokja di Bulan Februari ini diantaranya adalah :
1. Rapat Koordinasi Bersama Guru 5 SMK Yayasan dan Kepala Yayasan YPPK
dan YPPGI di Papua Tengah
2. Rapat Koordinasi bersama DEPERINDAGKOP Papua Tengah
3. Sidang Paripurna DPRD Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Papua Tengah 2025-2029
4. Evaluasi Pelaksaan Penerimaan P3K dan CPNS Tahun 2025

Program-Program kerja yang telah dijalankan Oleh BPP bertujuan untuk tercapainya
visi-misi BPP sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2021
‘“Terwujudnya Papua Mandiri, Adil dan Sejahtera” dengan salah satu misinya
adalah: Memberikan pelayanan pendidikan dan kebutuhan pendidik sekolah yayasan
yang memakai dari segala aspek, adapun tujuan khusus membangun produktifitas
OAP yang ada di Papua Tengah melalui Pendidikan, Guru dan masyarakat, BPP
melakukan pengawasan dengan menghadiri Sidang Paripurna DPRD Penetapan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah 2025-2029.

Demikianlah beberapa Program Kerja BPP Provinsi Papua Tengah di Bulan
Februari yang dapat kami sampaikan.



A. KEGIATAN STRATEGIS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)

Adapun Kegiatan anggota BPP Provinsi Papua Tengah bersama dengan Pokja
selama bulan Februari 2025 yaitu antara lain sebagai berikut :

no| K N msampp
01 Rapat‘ foniliess bl 5 SMK| et Gerdas
Yayasan dan Kepala Yayasan YPPK dan
YPPGI di Papua Tengah
02 | Rapat koordinasi bersama Papua Produktif
DEPERINDAGKOP Papua Tengah :
03 | Sidang Paripurna DPRD Penetapan Papua Polhukam
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Papua Tengah 2025-2029
04 | Evaluasi Pelaksaan Penerimaan P3K dan | Papua Produktif, Papua Sehat dan
CPNS Tahun 2025 Papua Cerdas
1. Papua Cerdas ( 04 Februari 2025)

Rapat koordinasi bersama Guru 5 SMK Yayasan dan Kepala Yayasan

YPPK dan YPPGI! di Papua Tengah

Penganguean dan Stanting &i Papua Tengsh.

A Hal Rapat Koordinasl Barsama 5 SMK dan Yayasan YPPGI dan YPK Mengenal Tinghat Kemiaiinan,

Sekolah yayasan sepert
YPPK dan YPPGI adalah
sekolah yang berhasil sejak
dulu menciptakan orang asli
papua yang hebat-hebat di

papua tengah dan
berprestasi  dibandingkan
sekolah negeri

dari

Namun kondisi ‘saat ini
terdapat 5 sekolah yayasan
seperti yppk dan ygpgi di
daerah papua tenga

kurang diperhatikan mulai

yang

bangunan  sekolah.

fasilitas dan kebutuhan guru
yang semakin sedikit.
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B. Kurangnya dukungan dari berbagai pihak d papua tengah terhadap 5
SMK yayasan , kebutuhan fasititas bangunan, lahan dan kekurangan
guruyayasan sesuai jurusan.
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2. Papua Produktif ( 10 Februari 2025)
» Rapat koordinasi bersama DEPERINDAGKOP Papua Tengah

III Hasil ang dlcapal

Mealarsaraian
fmanelan  kam
dengan pots

ey
a1

]

AT

ceriy Inctanad ferazit merdentur  dan
mambust EBadam Utahs MEER Oaersh atau
[ ] s Perospaten .

Pemmangunan Papus Tengah aangan =

F & maja
apabils adanys Eatan Ugahs Mun
Daerah ¥  dalam

periembengan Elomoms Daersh can
macyarshst

Membuka Balai Latuhan Kerja (BLK} Keferampilan ,Masyarakat memilid
kengnan unuk membuka fapangan kefja sendiri, menmngkatkan Ekonomi keluarga
serta memperbaiki meningkatkan tarap hidup kelaurga dan masyarakat.
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3. Politik Hukum dan Keamanan (10 Februari 2025)
. Sidang Paripurna DPRD Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Tengah 2025-2029

l1l. Hasil yang dicapai

Pertarungan politik pemilihan

Umum Gubermnur dan wakil Hasil pemungutan suara dari 4
Gubemnur telah kita lalui kandidat saling gugat |
dengan berbagai masalah dan menggugat antar kandidat ke |
cara ontuk memenangkan |, Makamah konstitusi. Setelah
bertarung antar partai dilakukan sidang pembuktian
pendukung, antar pasangan berdasarkan data fakta
kandidat/ calon, antar memutuskan kan bahwa hasil
pendukung serta dinamika putusan Mahkamah Konstitusi
lainnya. Seni adu argumen, menyatakan tidak terbukti dan
adu program/ adu gagasan ditolak. i
sudah di lalui.

DPR Provinsi Papus Terngah mmm

Indra [bang Ola, selsku Koordinator Devisi Telnis Komnioner KPU Papua Tengsh. Yang
P gan calon wt NO. . 3 : Meki Nawign dan Deinas Geley, sebags
P g Pilkads dengan perdehon susra 502624 suara,

Kep i dit ian pads 7 Febs i 2025 o Nabi




4. Papua Produktif, Papua Cerdas dan Papua Sehat
« Evaluasi Pelaksaan Penerimaan P3K dan CPNS Tahun 2025

ngah, Irjen Pol
. menegaskan ba
ini.- bertujuan untuk: memastikan
n. kuota p maan CPNS dan
4 etentuan, yatu 80
i Papua (OAP) dan
p

) pen an  Provinsi Papua
Tengah menggelar rapat evaluasi terkait

» Untuk Dapat Memotret Akar

B. Tujuan Masalah Kemiskinan dan
jua . Penangguran di Papua Tengah

Evaluasi : Um h D"’,?" “ﬁmxr;"-sm“

z m a ormasi Mekanisme

Penerimaan Penerimaan ASN, Kuota OAP dan

P3K dan masalah atau kendala yang ada

selama proses seleksi di

CPNS 2024 Kabupaten/Kota terutama Tenaga

Medis dan Tenaga Guru

» Untuk Dapat Memotret masalah
vang timbul akibat mekanisme
g%nperimaan P3K dan CPNS bagi

» Untuk Menjadi Bahan Pleno
Anggota BPP Papua Tengah
Bgsasrna WAPRES RI akhir tahun
202




C. Masalah-Masalah Dalam Pelaksanaan Penerimaan
P3K dan CPNS di Papua Tengah Tahun 2025

I.-'ekar.sne SEEG Penermaan CPNS
dan P w h kerja Provinsi Papus
Tm';al' !emp online;

Z. Untk n'e*gﬁle"'mnr kuats orang a=i
2 papus (Q.-r‘ £0%. ds spikss

D. solu Si penermaan CFNS dan P dben nang

khisus bagi pelamar  OAP  oleh

s Kementergn ManpanRE dan B&""
Mekan'sme Kepagawaian Ne-;sra BKN) dengan
n‘:ie"'anssﬂ(er operattor harus orang
Pelaksanaan P
M 3 h'..ag @I:Btiaﬁra.‘:%g cter_:ggﬁ".so’fe?
Pusat dan kebutishan formasi CPNS dan
Pener'"laan F‘3K dtentukan olzh deersh sefs
P3Kd e
an P

SU3i Feratuz' Meneri Fendidikan

Da=s Mznengah  Republi

CPNS di Indonssis N:n'or 1 Tahun 2025 tentang

Redstnbusi Guru Aparatur Sipil Negars

P ada Satuan | Fendidkan ang

apua iselengaaralan  Oleh l.‘asyaraut
Fememntah Dasrsh da melakukan

TengahKe el s o Feine ?:‘éli
depan

tekendsls kenakan pangka
me aplkas MYASN milk Bada
Kep=gawaian Nasional.
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E. Dokumentasi Kegiatan

B. CAPAIAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS
Belum terdapat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)
maupun Proyek Strategis Daerah (PSD).

C. REKOMENDASI ANGGOTA BPP TERKAIT PELAKSANAAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PAPUA WILAYAH PAPUA TENGAH
Berdasarkan hasil evaluasi Anggota dan Pokja BPP Papua Tengah selama
pelaksanan kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi selama bulan Februari 2025,
memberikan rekomendasi sebagai Upaya optimalisasi pelayanan percepatan
Pembangunan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Ada dua rekomendasi yaitu :

1.  Sesuai Tusi dan Fungsi SHEK BPP

Adapun usulan yang disampaikan anggota BPP agar tercapainya
Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Tengah
antara lain:

a Banyak program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
kelompok kerja (papua sehat,papua cerdas,papua produktif dan
papua polhukam) namun tidak dibarengin dengan dukungan biaya;

b  Perlu ada kebijakan khusus bagi Papua untuk menentukan Formasi
CPNS sendiri sesuai kebutuhan daerah berdasarkan analisis
kebutuhan tenaga kerja masing-masing dinas dan badan.
Sedangkan mekanisme penerimaan tetap dilakukan melalui sistem
online dengan catatan dalam aplikasi penerimaan CPNS

alil




ditambahkan ruang/variabel tersendiri antara formasi OAP dan non
OAP sesuai kuota 80% OAP dan 20% Non OAP;

Berkaitan dengan Penerimaan P3K dan CPNS, agar tenaga medis
dan guru orang asli Papua (OAP) dapat diperbanyak atau
diprioritaskan;

Percepatan penuntasan kemiskinan dan pengangguran ekstrim di
Provinsi Papua Tengah, maka program SMK Terintegrasi Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas, Lembaga Kursus dan Pelatihan
(LKP) dan Sangkar Kegiatan Belajar (SKB)/PKBM menjadi Prioritas
dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga dan bersama
Pemerintah Daerah dan Yayasan Pelopor Pendidikan di Tanah
Papua.

PP 106 tentang kewenangan pengelolaan pendidikan menengah
sebagaimana diatur dalam lampiran PP 106 agar dapat direvisi dan
pengelolaan kewenangan dialihkan ke Provinsi, karena Kabupaten
mengalami devisit anggaran ;

Pembagian presentasi anggaran OTSUS sebagaimana diatur dalam
UU No 2 tahun 2021, dapat direview untuk tidak berpatokan pada
presentasi, namun diberi keleluasaan kepada Pemda untuk dapat
menyesuaikan kondisi wilayah serta kebutuhan prioritas dari masing-
masing Kabupaten/kota;

Berdasarkan huruf c.d dan e diatas, jika tidak mendapat dukungan
penyelesaian maka akan berdampak pada masalah kejahatan,
konvensional/tradisonal  seperti  pemalangan, pembunuhan,
perampokan, pembakaran, pengrusakan kantor-kantor
publik/pemerintan dan swasta, pencurian, narkoba, dan lain
sebagainya.

Tata Kelola Sekretaritan BPP

BP3OKP sebagai lembaga Nonlembaga Negara yang melaksanakan
Tugas dan Fungsi SHEK mengalami kendala dalam tata Kelola Keuangan
sehingga BP3OKP terkesan tidak terlihat kinerja.

Berikut beberapa rekomendasi hasil Evaluasi Anggota dan Pokja BPP
Papua Tengah sebagai berikut :

a

Belum terpenuhinya Hak Fasilitas berupa kendaraan, perumahan,
asuransi kerja, THR hari-hari besar bagi Anggota dan Kelompok
Kerja dan seKretariat BPP Papua sebagaimana diatur dalam Pasal
25 ayat (4) Perpres No 121 tahun 2022 tentang Badan Pengarah
Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
(BP3OKP)

Dalam Buku Saku tentang Dukungan Administratif dari Sekretariat
Badan Pengarah Papua belum menguraikan Harga Satuan
Perjalanan Dinas sesuai dengan standar biaya tingkat kemahalan di
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wilayah Papua Tengah sehingga sangat menghambat pelaksanaan
percepatan program dan kegiatan BPP Papua Tengah;

Belum tersedianya dana Cadangan/Kontigensi (keadaan/siatuasi
darurat yang segera ditangani/direspon oleh BPP Papua Tengah,
sehingga kasus pembunuhankasus perkelahian antar suku,
pemalangan jalan, korban akibat kecelakaan, bencana alam
mengalami keterlambatan dalam penanganannya,

Banyak kegiatan BPP Papua Tengah yang semestinya harus
diketahui oleh Masyarakat public, namun selama ini tidak
terpublikasi sama sekali dikarenakan belum tersedianya biaya
Publikasi/Media di KPPN Nabire;

Kedudukan BPP Papua di masing-masing Provinsi,sesuai pasal 68.a
UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, agar
disamakan  dengan Badan-Badan Khusus lain  vyaitu
MRPT,DPRPPT,DPRK,BP30KP dan DPD RI dalam kedudukan dan
penganggaran.
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D. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan Kegiatan BPP Papua Tengah di bulan Januari 2025, dapat
disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan SHEK diperlukan kolaborasi yang
berkelanjutan dengan semua pihak terutma Pemerintah Daerah provinsi
Papua Tengah, MRPPT,DPRPT, DPRPPT, dan Para Bupati serta mitra
pembangun lainnya.

Demikian Laporan Bulanan yang dapat Kami sampaikan, atas perhatian dan
kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

14



		2025-03-06T09:13:53+0000




